
1

Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Pada 

Lingkup Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas 

Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Pada Lingkup 

Perangkat Daerah

% 75 75 √ √ √ √ BIDANG SEKRETARIAT

2

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Tingkat ketersediaan dokumen 

perencanaan dan 

pengendalian,pelaporan capaian 

kinerja

% 100 9.212.190.700         100 9.212.190.700         √ √ √ √ BIDANG PEP

3
 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

 Jumlah dokumen perencanaan, 

penganggaran dan evaluasi 

kinerja Perangkat Daerah 

 Dok 19         371.164.809            19         371.164.809            √ √ √ √ BIDANG PEP

4 Jumlah Dokumen Renja Murni Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

5 Jumlah Dokumen Renja Perubahan Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

6
Jumlah Dokumen Renstra 

DPMPTSP
Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

7
Jumlah Dokumen IKU dan 

Penetapan Kinerja
Dok 2 2 √ √ √ √ BIDANG PEP

8
Jumlah Dokument Reformasi 

Birokrasi
Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

9
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-

SKPD
Jumlah Dokumen RKA Dok 1 13.789.038             1 13.789.038             √ √ √ √ BIDANG PEP

10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKAP-SKPD
Jumlah Dokumen RKA Perubahan Dok 1 12.639.996             1 12.639.996             √ √ √ √ BIDANG PEP

11 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA Dok 1 12.720.038             1 12.720.038             √ √ √ √ BIDANG PEP

12
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-

SKPD
Jumlah Dokumen DPA Perubahan Dok 1 14.767.219             1 14.767.219             √ √ √ √ BIDANG PEP

13 Jumlah Laporan Evaluasi  Dok 4 4 √ √ √ √ BIDANG PEP

14
Jumlah Laporan Evaluasi Renja 

OPD
Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

15 Jumlah Dokumen LKj-IP Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

16 Junlah Dokumen LPPD Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG PEP

17 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Profil dan 

Selayang Pandang Perangkat 

Daerah 

Dok 2 75.893.000             2 75.893.000             √ √ √ √ BIDANG PEP

18 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah ketersediaan dokumen 

administrasi keuangan PD
Dok 3 5.784.460.179         3 5.784.460.179         √ √ √ √ BIDANG KEUANGAN
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19
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

bulanan/Triwulanan/Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan 

triwulanan dan semesteran
Laporan 2 83.289.000             2 83.289.000             √ √ √ √ BIDANG KEUANGAN

20
Koordinasi dan Penyusunnan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD

Jumlah dokumen laporan keuangan 

akhir tahun
Laporan 1 61.660.000             1 61.660.000             √ √ √ √ BIDANG KEUANGAN

21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji Pegawai bulan 12 5.639.511.179         12 5.639.511.179         √ √ √ √ BIDANG UMPEG

22
Administrasi Barang Milik Daerah ada 

Perangkat Daerah

Dokumen Administrasi Barang 

Milik Daerah ada Perangkat 

Daerah

Laporan 2 8.810.500               2 8.810.500               √ √ √ √ BIDANG UMPEG

23 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen pengelolaan BMD Laporan 2 8.810.500               2 8.810.500               √ √ √ √ BIDANG UMPEG

24 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase tingkat ketersediaan 

pelayanan administrasi umum
bulan 12 508.345.062            12 508.345.062            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

25
Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan 

Paket 1 1.377.988               1 1.377.988               √ √ √ √ BIDANG UMPEG

26 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

Paket 1 66.279.423             1 66.279.423             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

27 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan 
Paket 1 56.345.296             1 56.345.296             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan 
Paket 1 16.524.379             1 16.524.379             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

29
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 

Dokumen 1 22.844.976             1 22.844.976             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

30 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 
Paket 1 66.048.000             1 66.048.000             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

31 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu 
Laporan 1 10.000.000             1 10.000.000             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Paket 1 268.925.000            1 268.925.000            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Tingkat Ketersediaan Barang 

Milik Daerah 
% 100 723.382.990            100 723.382.990            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

35
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Disediakan 

unit 4 30.000.000             4 30.000.000             BIDANG UMPEG

36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan

unit 6 213.211.640            6 213.211.640            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

37 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Disediakan 
unit 26 337.265.600            26 337.265.600            BIDANG UMPEG



38 Pengadaan Mebel Jumlah mebeleur unit 40 142.905.750            40 142.905.750            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

39
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tingkat ketersediaan layanan 

jasa penunjangPD
% 100 1.008.996.000         100 1.008.996.000         √ √ √ √ BIDANG UMPEG

40 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
Laporan 1 4.000.000               1 4.000.000               √ √ √ √ BIDANG UMPEG

41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

jumlah bulan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik
bulan 12 330.000.000            12 330.000.000            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

42 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

Laporan 12 674.996.000            12 674.996.000            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Barang milik daerah 

yang dipelihara
% 100 613.407.100            100 613.407.100            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

Unit 144 14.400.000             144 14.400.000             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

46 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara 
Unit 105 78.150.000             105 78.150.000             √ √ √ √ BIDANG UMPEG

47

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan

Perizinannya

unit 25 520.857.100            25 520.857.100            √ √ √ √ BIDANG UMPEG

50 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase peningkatan disiplin 

pegawai 
% 100 193.624.060            100 193.624.060            √ √ √ √ BIDANG SEKRETARIAT

51
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 
Paket 1 107.622.060            1 107.622.060            √ √ √ √ BIDANG SEKRETARIAT

52 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 

Orang 42 86.002.000             42 86.002.000             √ √ √ √ BIDANG SEKRETARIAT

53

Mewujudkan Iklim 

Investasi yang Berdaya 

Saing dan Berkualitas 

serta Berkelanjutan 

 

CAPAIAN

PERTUMBUHAN

INVESTASI DAERAH

% 6,59 6,59 √ √ √ √ BIDANG IKLIM

54
Jumlah Nilai Investasi 

(PMDN/PMA)
M/Rp 6.875   6.875   √ √ √ √ BIDANG IKLIM

55 Jumlah Investor (PMDN/PMA)
Jumlah 

Investor
1.391   1.391   √ √ √ √ BIDANG IKLIM

56
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 

PENANAMAN MODAL

Capaian Pengembangan 

Kawasan Investasi
Zona/Lokasi 2 137.298.750            2 137.298.750            √ √ √ √ BIDANG IKLIM

57

Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif 

dibidang Penanaman Modal yang Menajadi 

Kewenangan Daerah provinsi

Capaian Ketersediaan Kebijakan 

Daerah Di Bidang Penanaman 

Modal

% 100 23.378.750             100 23.378.750             √ √ √ √ BIDANG IKLIM

58

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai 

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 

Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 

Usaha yang Memperoleh Insentif 

dan Kemudahan

Berusaha di Daerah

Kegiatan 

Usaha
2 23.378.750             2 23.378.750             √ √ √ √ BIDANG IKLIM

60
Pembuatan Peta Potensi Investasi 

Kabupaten/Kota

Capaian Informasi Potensi 

Pengembangan Kawasan 

Investasi  

Sektor 2 113.920.000            2 113.920.000            √ √ √ √ BIDANG IKLIM

61
Jumlah Peta Potensi Investasi dan 

Peluang Usaha Kabupaten/Kota 
Dok 1 1 √ √ √ √ BIDANG IKLIM

Penyediaan Peta Potensi

dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
113.920.000            

Meningkatnya Iklim 

Investasi dalam rangka 

Peningkatan Daya Saing 

Penanaman Modal

113.920.000            



63 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Realisasi Penambahan Invesor 

PMDN/PMA
Investor 1391 223.652.350            1391 223.652.350            √ √ √ √ BIDANG PROMOSI

64

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/ Kota

Capaian Kerjasama Investasi PK 2 223.652.350            2 223.652.350            √ √ √ √ BIDANG PROMOSI

65
Penyusunan Strategi

Promosi Penanaman Modal

Jumlah Peraturan Daerah yang 

Mengatur Promosi Penanaman 

Modal Kewenangan

Kabupaten/Kota

Dok 1 110.500.000            1 110.500.000            √ √ √ √ BIDANG PROMOSI

66

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Kabupaten/Kota 

Dok 6 6 √ √ √ √ BIDANG PROMOSI

68
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN 

PENANAMAN MODAL

Capaian Kualitas dan Kepatuhan 

Pelaku Usaha Dalam Rangka 

Pelaksanaan Kegiatan usaha

Penanaman Modal

% 100 109.884.000            100 475.084.000            √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

69

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pemantauan Pembinaan 

dan Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal Daerah 

Dok 

Perusahaan
621 109.884.000            240 475.084.000            √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

70
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan 

Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 

Usaha yang Melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi

Pemantauan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Kegiatan 

Usaha
80 65.219.000,00 80 65.219.000,00 √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

71

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal 

Pelaku Usaha 80 80 √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

72

Jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pembinaan 

Pelaksanaan

Penanaman Modal

Pelaku Usaha 290 √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

73

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 

Usaha yang Melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi

Pengawasan

Kegiatan 

Usaha
80 80 √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

74

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 

Usaha yang Melakukan Koordinasi 

dan Sinkronisasi

Pengawasan

Kegiatan 

Usaha
180 √ √ √ √

BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL

75

Meningkatkan Pelayanan 

Perijinan dalam rangka

Peningkatan Daya Saing 

Penanaman Modal

INDEKS  PELAYANAN 

PERIZINAN 
POINT A A √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

76

Capaian Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan secara Online 

Terintegrasi

Ijin 152 152 √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

77

Tingkat Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan 

Perizinan dan Non Perizinan

% 90 90 √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

113.152.350            
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman 

Modal Daerah Kabupaten/Kota
113.152.350            

8.430.000,00 259.122.000,00

36.235.000,00 150.743.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan 

Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 

Pelaksanaan Penanaman Modal

Meningkatnya Pelayanan 

Perijinan yang Prima dan 

Responsif melalui PTSP 

dalam rangka Peningkatan 

Daya Saing Penanaman 

Modal



78
Kategori Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan yang Prima 
Point 4,51 4,51 √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

79
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 

MODAL

Kualitas Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan
% 100 288.232.000            100 288.232.000            √ √ √ √

BIDANG PELAYANAN PERIJINAN 

DAN NON PERIJINAN

80

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON 

PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU 

DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG 

MENJADI KEWENANGAN DAERAH KOTA

Capaian Inovasi dan regulasi 

Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan 

% 100 288.232.000            100 288.232.000            √ √ √ √
BIDANG PELAYANAN PERIJINAN 

DAN NON PERIJINAN

81

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan 

Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik

umlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatkan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non Perizinan

Berbasis Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Pelaku Usaha 121 138.151.000            121 138.151.000            √ √ √ √
BIDANG PELAYANAN PERIJINAN 

DAN NON PERIJINAN

82

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Orang yang Memperoleh 

Layanan Konsultasi dan 

Terkelolanya Pengaduan 

MasyarakatTerhadap Pelayanan 

Orang 50 150.081.000            50 150.081.000            √ √ √ √
BIDANG PELAYANAN PERIJINAN 

DAN NON PERIJINAN

83
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 

SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Cakupan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan 

Online Terintegrasi

Ijin 152 366.354.206            152 366.354.206            √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

84

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan 

Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan Online 

Terintegrasi 

Ijin 152 366.354.206            152 366.354.206            √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

85

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data 

dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Data dan Informasi 

Perizinan dan Non Perizinan 

Berbasis Sistem Pelayanan

dok 4 366.354.206            4 366.354.206            √ √ √ √ BIDANG DATA DAN INFORMASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. RITADI,M.Si

NIP. 19650824 198801 1 1002


